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hata Penganiar

@engan mengucapkan puji syukur

yang tak terhingga kehadirat Allah SWT,
karena atas berkat dan rahmat-Nya,
sehingga kami dapat menyelesaikan
Penyusunan Laporan Hasil Implementasi
Proyek Perubahan dengan Judul
“Pelayanan Fasilitasi Produk Hukum
Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)” .

Laporan ini merupakan salah satu
persyaratan untuk menyelesaikan
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat
Il Angkatan XIl pada Pusat Pelatihan dan
Pengembangan Kajian Manajemen
Pemerintahan Makassar Lembaga
Administrasi Negera Tahun 2024.

Proses penulisan dan penyusunan laporan
ini tidak terlepas dari dukungan dan
bantuan dari berbagai pihak, mulai dari
tahapan awal mengikuti Pelatihan hingga
selesainya Laporan Hasil Implementasi
Proyek Perubahan ini. Oleh karena itu,
kami menyampaikan ucapan terima kasih
sebesar-besarnya kepada Penjabat
Gubernur Gorontalo Bapak Dr. Rudy
Salahuddin, MEM., Sekretaris Daerah
Provinsi Gorontalo, Bapak Drs. Sofian
Ibrahim, M.Si selaku Mentor yang
selalu membimbing dan memotivasi
selama penyusunan rancangan
proyek perubahan. Demikian pula
kepada bapak Dr. Johan Tarru

Mada, M.Si selaku Coach yang telah
memberikan arahan dan bimbingan
hingga selesainya penyusunan
proyek perubahan ini.

Ucapan terima kasih pula kepada Kepala
Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi
Gorontalo beserta jajarannya, Kepala
Daerah, Sekretaris Daerah dan Kepala
Bagian Hukum Kabupaten dan Kota
se-Provinsi Gorontalo, Pejabat
Administrator dan Fungsional serta Tim
Kerja yang berkontribusi besar membantu
Reformer dalam penyusunan dan
pelaksanaan Proyek Perubahan ini.

Semoga Laporan Implementasi Proyek
Perubahan ini dapat memberikan manfaat
dalam pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan khusus dalam pelayanan
fasilitasi produk hukum kabupaten dan
kota.

MOHAMMAD TRIZAL ENTENGO, S.H
Reformer
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Eeecutive Summary

Proyek perubahan ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam penyusunan
produk hukum daerah oleh Pemerintah kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi
Gorontalo. Pada kondisi yang terjadi saat ini yaitu kurang efektifnya koordinasi antara
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Biro Hukum dalam fasilitasi produk hukum daerah
sehingga berdampak pada rancangan produk hukum daerah yang belum sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan terjadinya inkonsistensi dengan Produk Hukum
daerah lainnya.

Solusi yang ditawarkan untuk pemecahan masalah tersebut yaitu menyediakan
layanan fasilitasi produk hukum daerah dengan instrumen : penyediaan layanan fasilitasi
produk hukum daerah, penyusunan SOP fasilitasi produk hukum daerah, dan penyediaan
layanan konsultasi dan pendampigan dalam penyusunan produk hukum daerah. Dengan
demikian diharapkan terjadi kesepahaman dan kesamaan persepsi antara Biro Hukum
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah yang
sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai terbagi atas 3 yaitu tujuan jangka pendek :
terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah pada 2 Kabupaten (Kabupaten
Gorontalo dan Pohuwato) di Provinsi Gorontalo, tujuan jangka menengah : terwujudnya
layanan fasilitasi produk hukum daerah pada seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo (5
kabupaten, 1 kota) dan terbangunnya sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah, serta
tujuan jangka panjang : terintegrasinya sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah
dengan e-perda Kemendagri.

Proyek perubahan ini akan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak
langsung kepada pihak-pihak terdampak dan yang terlibat dalam proyek perubahan ini
yaitu stakeholder internal dan eksternal. Proyek perubahan ini akan dilaksanakan dengan
7 (tujuh) tahapan jangka pendek, yaitu : Koordinasi persiapan implementasi perubahan,
Terbentuknya Tim Efektif, Tersedianya SOP layanan fasilitasi produk hukum daerah,
Terlaksananya sosialisasi fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota, Terwujudnya
layanan fasilitasi produk hukum daerah pada 2 Kabupaten (Kabupaten Gorontalo dan
Pohuwato) di Provinsi Gorontalo, Monitoring dan evaluasi.

Diharapkan melalui proyek perubahan ini akan terwujud produk hukum daerah

yang berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
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Deskinai

akronim dari Pelayan: rpadu Produk Hukum Daerah merupakan pelayanan
terpadu fasilitasi produk hukum daerah bagl pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah
provinsi Gorontalo. Dalam hal ini akan dilakukan layanan fasilitasi produk hukum daerah
berbasis digital, penyusunan SOP layanan fasilitasi produk hukum daerah, dan
penyediaan layanan konsultasi produk hukum daerah secara offline (di kantor Biro
Hukum) dan online (email, Whatsapp). Dengan demikian diharapkan rancangan produk
hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan
dengan produk hukum di tingkat provinsi dalam rangka mendukung kelancaran
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Hal ini akan
berdampak signifikan terhadap tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyrakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), PADUKA adalah sebutan
kehormatan kepada orang-orang mulia (pembesar,
bangsawan, raja). Inovasi PADUKA (Pelayanan Terpadu
Penyusunan Produk Hukum Daerah) memiliki konsep
utama untuk melayani pelanggan bagaikan raja. Dalam
konteks proyek perubahan ini, Pemerintah

Kabupaten/Kota sebagai customer/pelanggan dan Biro

Hukum bertindak sebagai pemberi layanan. Inovasi
PADUKA hadir untuk memberikan pelayanan terbaik

dalam penyusunan produk hukum daerah dengan
mengedepankan pelanggan sebagai prioritas
utama. Layaknya raja yang dilayani dengan penuh
kehormatan dan dedikasi, PADUKA memastikan
setiap pelanggan mendapatkan perhatian
khusus, layanan yang cepat, tepat, dan nyaman.
Dengan dukungan teknologi modern dan
profesionalisme petugas, PADUKA berkomitmen
untuk menjadi solusi terbaik bagi
Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga
masyarakat dalam layanan produk
hukum daerah.
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Tatan “Belakang

Pemerintahan daerah yang tadinya sangat bergantung dan ditentukan oleh
pemerintahan pusat kini semakin terdistribusi berdasarkan asas desentralisasi. Nilai dasar
dari desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam
bentuk otonomi, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan hak untuk
menetapkan peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kerjasama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghasilkan Perda yang berkualitas merupakan
hal yang krusial. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa
pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sementara
itu Pasal 18 ayat (6) menegaskan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diderivasikan oleh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam
penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi
dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum
nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada
Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya. Dalam rangka otonomi
daerah Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 7 UU No 12 Tahun 2011 yang
menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan £
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah
untuk menghasilkan produk hukum daerah yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat
setempat. Meskipun demikian, praktik penyusunan
produk hukum daerah masih sering menghadapi
berbagai tantangan dan hambatan yang
menghambat efektivitas dan keberhasilannya.
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Produk Hukum Daerah yang berpotensi bermasalah apabila ketika dalam
perumusannya ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

a. konflik, terdapat muatan pasal atau ketentuan yang secara jelas bertentangan
dengan peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi maupun yang sederajat; multitafsir, kekaburan atau ketidakjelasan pada
subyek dan obyek hukum yang diatur, sehingga menimbulkan ketidakjelasan
pada penggunaan bahasa/frasa (sulit dimengerti) dan sistematika penulisannya;

b. inkonsisten, terdapat ketentuan dalam pengaturannya yang tidak konsisten
dalam satu peraturan perundang-undangan beserta aturan turunannya; c) tidak
operasional yaitu peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan
tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan
pelaksanaannya.

Produk hukum daerah yang berkualitas haruslah relevan dengan kebutuhan,
nilai-nilai, dan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut,
mendukung pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun
lingkungan, mendorong keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
setempat dan juga harus dapat diimplementasikan dengan efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mengoptimalkan
proses penyusunan produk hukum daerah guna memastikan bahwa produk-produk
tersebut benar-benar mencapai tujuan pembentukannya dan berkontribusi pada tata
kelola yang efektif di pemerintah daerah.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki kewenangan dan
tanggung jawab dalam penyusunan produk hukum daerah Provinsi Gorontalo dan
pelayanan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Gorontalo.




Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
saat ini Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Gorontalo menghadapi beberapa
tantangan terkait proses penyusunan
produk hukum daerah di wilayah Provinsi
Gorontalo. Pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Gorontalo sering kali menyusun
produk hukum daerah tanpa koordinasi
yang memadai dengan Biro Hukum. Dalam
proses penyusunan rancangan produk
hukum daerah dan setelah melalui
harmonisasi dengan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kanwil Kemenkumham) Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten/Kota seringkali abai
untuk melakukan koordinasi dengan Biro Hukum sehingga banyak produk hukum daerah
yang dibuat tanpa melalui tahap fasilitasi pada Biro Hukum. Fasilitasi produk hukum
daerah pada Biro Hukum sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa produk
hukum daerah yang disusun telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan produk hukum di tingkat provinsi. Kurangnya
koordinasi ini menyebabkan draf produk hukum daerah yang diajukan sering kali
memerlukan revisi signifikan pada tahap fasilitasi dan klarifikasi. Akibatnya, proses
pengesahan produk hukum daerah menjadi lebih lama, karena draf tersebut perlu
dikembalikan untuk diperbaiki sebelum dapat disahkan.

Selain itu, draf produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota
terkadang tidak konsisten dengan peraturan daerah provinsi yang telah ada.
Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan konflik hukum dan mengurangi efektivitas
penerapan peraturan di tingkat daerah.

Uraian permasalahan tersebut menggambarkan tantangan utama yang dihadapi
yaitu ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti prosedur fasilitasi
produk hukum daerah ataupun menindaklanjuti rekomendasi dari hasil fasilitasi yang
telah dilakukan oleh Biro Hukum.




Proses panjang dalam pembuatan produk

hukum daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

e pengundangan serta dilakukannya evaluasi bagi rancangan produk hukum

daerah yang diwajibkan. Untuk kesempurnaan dan peningkatan kualitas dari produk

hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur bahwa

“Fasilitasi terhadap rancangan perda tidak diberlakukan terhadap rancangan perda

yang dievaluasi”. Sehingga menjadi suatu keharusan jika rancangan produk hukum

daerah perlu dilakukan mekanisme fasilitasi. Lemahnya koordinasi dan kurangnya

kepatuhan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap mekanisme fasilitasi tersebut

berdampak pada proses fasilitasi yang menjadi lebih lama dari ketentuan yang berlaku
yakni hanya 15 (lima belas) hari saja.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara
pemerintah kabupaten/kota dan Biro Hukum Provinsi untuk memastikan keselarasan
dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mempercepat proses
pengesahan Produk hukum daerah.

Permasalahan ini menekankan perlunya peningkatan komunikasi dan kerja sama
antara berbagai tingkat pemerintahan dalam proses penyusunan produk hukum
daerah. Hal ini tidak hanya untuk mempercepat proses legislasi tetapi juga untuk
memastikan bahwa produk hukum daerah yang dihasilkan adalah berkualitas dan dapat
diimplementasikan secara efektif.

Gambaran kinerja penyusunan produk hukum daerah dapat dilihat dari
Perda/Perkada yang telah dihasilkan selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2023,
sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1:
Data Produk Hukum Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Gorontalo Telah
Melalui Proses Fasilitasi Tahun Anggaran 2022 - 2023

TA 2022 TA 2023
Peraturan | Peraturan Peraturan Peraturan
Rabugaten/Rota Daerah Kepala Daerah Kepala
Daerah Daerah
Kota Gorontalo 12 8 14 13
Kab Gorontalo - 6 23 i
Kab Bone Bolango 12 2 E 1
Kab Pohuwato 5 - - 6
Kab Boalemo 9 7 11 18
Kab Pohuwato 6 8 27 16
TOTAL 48 35 75 65
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Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka solusi yang akan
dilakukan yaitu

menyediakan layanan fasilitasi produk hukum daerah

penyusunan SOP layanan fasilitasi produk hukum daerah, dan

penyediaan layanan konsultasi produk hukum daerah secara
offline (di kantor Biro Hukum) dan online (email, Whatsapp)

| | “SEKRETARIAT DAERAH
¥ | 'PROVINSI GORONTALO
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Dengan demikian
diharapkan rancangan produk
hukum daerah Kabupaten/Kota
telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan sejalan
dengan produk hukum di
tingkat provinsi dalam rangka
mendukung kelancaran
pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan
di Provinsi Gorontalo. Hal ini
akan berdampak signifikan
terhadap tersedianya produk
hukum yang berkualitas sesuai
dengan kebutuhan daerah dan
kebutuhan masyrakat Provinsi
Gorontalo.




" TUJUAN |

Tujuan merupakan penjabaran dari visi misi dan juga merupakan hal yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dan individu. Tujuan juga di pahami sebagai
sebuah kondisi akhir yang ingin dicapai berdasarkan periode waktu tertentu. Adapun
tujuan dari proyek perubahan PADUKA, yaitu:

TUJUAN JANGKA PENDEK

Terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah pada 2 Kabupaten
(Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato) di Provinsi Gorontalo

TUJUAN JANGKA MENENGAH

- Terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah pada seluruh wilayah
di Provinsi Gorontalo (5 kabupaten, 1 kota)
- Terbangunnya sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah

TUJUAN JANGKA PANJANG

Terintegrasinya sistem layanan fasilitasi produk hukum daerah dengan
e-perda Kemendagri
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‘“Q”—MANFAA I.BAGI ORGANISASI, (INTERNAL)

1) Melalui PADUKA proses penyusunan dan pengesahan produk hukum daerah
menjadi lebih cepat dan efisien.

2) Draf Produk Hukum Daerah yang lebih matang setelah diajukan ke Kanwil
Kemenkumham, mengurangi jumlah revisi yang diperlukan sehingga menghemat
waktu dan sumber daya

3) Koordinasi yang lebih baik memastikan bahwa produk hukum daerah yang disusun
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4) Harmonisasi dengan peraturan daerah provinsi dan kebijakan nasional
meningkatkan konsistensi dan integritas hukum

5) Memungkinkan Biro Hukum untuk mengawasi dan mengevaluasi proses
penyusunan produk hukum daerah secara real-time, sehingga masalah dapat
diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat.

Q _ MANFAAT EKSTERNAL

1) Pemerintah kabupaten/kota mendapat bimbingan dan dukungan langsung dari
Biro Hukum, sehingga proses penyusunan produk hukum daerah menjadi lebih
terarah

2) Koordinasi awal mengurangi risiko konflik hukum dan inkonsistensi antara produk
hukum daerah kabupaten/kota dan provinsi

3) Dengan draf yang lebih siap dan sesuai, proses fasilitasi dan klarifikasi menjadi
lebih cepat, mempercepat pengesahan produk hukum daerah yang diperlukan 3
untuk pembangunan dan layanan publik

4) Pengurangan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk revisi berulang
meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah kabupaten/kota

5) Produk hukum daerah yang lebih baik dan konsisten memberikan dasar
hukum yang kuat untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

6) Masyarakat merasakan manfaat dari produk hukum daerah yang
lebih relevan, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan local

12 PADUKA




Ruang lingkup pelaksanaan proyek perubahan PADUKA vyaitu
pelaksanaan layanan fasilitasi produk hukum daerah di Provinsi
Gorontalo dengan instrumen yang dihasilkan, yaitu :

]l Layanan fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota
]l SOP layanan fasilitasi produk hukum daerah

(HB Layanan Konsultasi dan pendampingan penyusunan
produk hukum daerah Kabupaten/Kota di provinsi
Gorontalo secara offline dan online

| RUANG LINGKUP |




MILESTONE JANGKA PENDEK

Koordinasi persiapsn
implementasi
perubahan
Terbentuknya

tim efektif Tersedianya SOP

layanan fasilitasi
produk hukum
daerah

Terlaksananya
sosialisasi
fasilitasi produk
hukum daerah Terwujudnya layanan
hukum fasilitasi produk hukum

kabupaten/

daerah pada 2 kabupaten

@
@
03
04
e
MILESTONE JANGKA MENENGAH

Terwujudnya layanan fasilitasi produk hukum daerah
pada seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo
(5 Kabupaten, 1 Kota)

kota (Kabupaten Gorontalo
Baaal dan Kabupaten
M°“'t“:"9 Pohuwato) di Provinsi
an Gorontalo
evaluasi

Terbangunnya sistem layanan
fasilitasi produk hukum daerah

I I

Tersedianya peraturan Gubernur tentang SOP Layanan
fasilitasi produk hukum daerah secara digital

MILESTONE
JANGKA PANJANG

TERINTEGRASINYA SISTEM LAYANAN
FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN E-PERDA KEMENDAGRI

14| PADUKA \

SRATEGI MARKETING
(1C+4P)

CUSTOMER

Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo

PRODUCT

- Layanan fasilitasi produk hukum
daerah

- SOP Layanan fasilitasi produk hukum
daerah

- Layanan konsultasi dan penyusunan
produk hukum daerah

PRICE

Pemhiayaan aktualisasi proyek perubahan
sehagian kegiatan menggunakan APBD
dan kegiatan lainnya bersumber dari
swadaya

PLACE

Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato
di Provinsi Gorontalo

PROMOTION

- Sosialisasi melalui media sosial

- Sosialisasi melalui banner, spanduk
Baliho

- Sosialisasi melalui media online
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PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH
MILESTONE 1

KOORDINASI PERSIAPAN
IMPLEMENTASI PERUBAHAN
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MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN GUBERNUR SELAKU
PIMPINAN DAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU MENTOR

Kegiatan ini berlangsung pada
tanggal 15 Juli 2024 yang bertempat
di Kantor Gubernur Gorontalo
dengan tujuan untuk mendapatkan
arahan serta dukungan strategis
dalam pelaksanaan proyek
perubahan.

Dalam pertemuan tersebut,
Gubernur memberikan persetujuan
dan dukungan penuh terhadap
implementasi proyek perubahan
PADUKA karena proyek ini sejalan
dengan visi pemerintah dalam
memperkuat produk hukum daerah
yang berkualitas. Selain itu Gubernur menekankan pentingnya
sinergi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan
Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo untuk memastikan
setiap regulasi yang dihasilkan dapat mendukung
penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretaris Daerah sebagai Mentor, memberikan masukan
terkait strategi pelaksanaan terutama dalam hal penyusunan
SOP dan pendekatan digital yang nanti akan digunakan dalam
layanan konsultasi hukum. Beliau juga menekankan
pentingnya Kerjasama lintas sektor dalam mempercepat
implementasi proyek perubahan.

GUBERNUR GORONTALO

PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Dr. Ir. RUDY SALAHUDDIN, MEM.
Jabatan : PENJABAT GUBERNUR GORONTALO

Dengan ini menyatakan mendukung Proyek Perubahan (PROPER) yang
i gagas oleh Sdr. Mohamad Trizal Entengo, SH, Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo, yaitu “PADUKA” (Pelayanan Terpadu Produk
Hukum Daerah Kabupten/Kota), dalam rangka mengoptimalkan fungsi
dan peran fasilitasi terhadap produk hukum kabupaten/kota oleh
Gubernur. Proyek Perubahan ini, Fasil
Produk Hukum Daerah menjadi lebib efektif.

Demikian pemyataan dukungan ini kami buat, untuk
digunakan sebagaimana mestinya.
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SEKRETARIAT DAERAH
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Yang bertanda tangan dibawah ini
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MEMIMPIN RAPAT INTERNAL UNTUK PENJELASAN
PROYEK PERUBAHAN

Setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan daerah, pada tanggal 17 Juli 2024
reformer memimpin rapat internal bersama seluruh staf Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Gorontalo. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat Biro Hukum dengan tujuan
untuk memberikan penjelasan rinci tentang proyek perubahan PADUKA serta pembagian ‘
tugas kepada tim internal. ‘
Dalam rapat ini, reformer menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil dalam
pengembangan layanan berbasis digital, termasuk sistem yang akan digunakan untuk
memfasilitasi konsultasi hukum secara online melalui email dan WhatsApp. Tim internal
juga diarahkan untuk memulai penyusunan SOP layanan, yang akan menjadi panduan
operasional dalam pelaksanaan fasilitasi produk hukum daerah. Setiap anggota tim
diberikan tanggung jawab spesifik sesuai dengan peran dan kapasitasnya untuk
mendukung kelancaran proyek perubahan.

PADUKA | 17




MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK
PERUBAHAN

Sebagai bagian dari persiapan implementasi, reformer juga melakukan koordinasi
dengan stakeholder eksternal, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Tenaga IT, Kanwil
Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Bapemperda, Akademisi
dan Pakar Hukum, LSM, Masyarakat dan Media. Koordinasi ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap kabupaten/kota memahami tujuan dari proyek perubahan
PADUKA dan siap memanfaatkan layanan yang disediakan.

o

O

-
—
sy

|BIRO HUKUM
| SEKRETARIAT OAERAN
PROVINS! GORONTALO

w as

Dukungan Plh. Sekda Dukungan Sekda
Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato

Dukungan Kepala Dukungan Kepala
Bagian Hukum Setda Bagian Hukum Setda

Kab. Bone Bolango Kab. Boalemo

Dukungan Kepala Dukungan Kepala
Bagian Hukum Setda _  Bagian Hukum Setda
Kab. Gorut Kota Gorontalo
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\ PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH

MILESTONE 2
TERBENTUKNYA
% TIM EFEKTIF
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MENGIDENTIFIKASI CALON PERSONIL TIM KERJA

DATA PERSONIL TIM KERJA

URAIAN TUGAS
PROYEK PERUBAHAN PADUKA TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN PADUKA
NO NAMA NIP JABATAN DATA
1 | Muhammad Trizal Entengo, SH 19700115 1998031011 | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo No. PERSONEL TUGAS DALAMTIM
2 | Yusfan Kai, SH. 19670922 1994031008 | Kepala  Bagian Peraturan g-Undangan — -

Kabupaten/Kota Pada Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo T KETUA Melaksanakan koordinasi dengan tim dalam pelaksanaan tahapan
3| Novita Boking, SH., MH 19831114 200604 2013 | Kepala Bagian Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda penyusunan proyek Perubahan Pelayana Terpadu Produk Hukum

Provinsi Gorontalo Daerah Kabupaten dan Kota (PADUKA)

4 | Yulin D. Limonu, SH., MH. 19740828 200212 2 004 gsi g Peraturan g-Undangan Ahli 2 SEKRETARIS | Mengarahkan tim untuik reformer,

Madya membuat jadwal kegiatan dan melaksanakan tahapan penyusunan
5__| Halim Monoarfa, SH,. MH. 19760614 2007011013 _| Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota
6 | Ferry Rezeki, SH. 19750630 200604 1014 | Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli (PADUKA)

Muda 3 WAKIL Membantu Tugas-Tugas Sekretaris dalam proses tahapan
7 | lwinS. Uno, SH. 19790818 201101 2 001 1gsic g Peraturan 1g-Undangan Ahli SEKRETARIS | penyusunan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten

Muda, : dan Kota (PADUKA)

8 | Riyang Lamusu, SH. 19871104 201101 1002 | Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli ) OPERATOR | Menginput dan membuat laporan kegiatan dalam pelaksanaan

Muda tahapan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan
9 | Rabial A. Datau, SH. 19830725 201407 2002 | Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Kota (PADUKA)

Muda . T
10 | Abdul Khalid, SH. 19771012 2007011007 | Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli 5 BIDANG Mendokumentasikan semua kegiatan pada saat perlaksanaan

Muda DOKUMENTAS!I | tahapan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan

| Fungsional Anal Kota (PADUKA)
B Fungsional Anal 6 ANGGOTA Menyiapkan semua tahapan kegiatan yang dilakukan pada saat
13 | Agus Hasan, SH. 19750827 200901 1003 | Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pelaksanaan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten
14 | 1swan Kasim, S.H. 19811025 2010011001 | Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan dan Kota (PADUKA), serta bersama-sama dengan Ketua dan

Kab/Kota Sekretaris melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
15 | Moh. Reza, SH. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Kota dalam rangka Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah
16 | Supriyanto, SE. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten dan Kota (PADUKA)

Langkah awal dalam pembentukan tim kerja adalah mengidentifikasi personel yang
tepat untuk terlibat dalam proyek perubahan ini. Reformer, bersama tim internal Biro
Hukum, melakukan analisis terhadap keahlian dan kompetensi staf yang ada, terutama
mereka yang memiliki latar belakang di bidang hukum, teknologi informasi, dan
administrasi pemerintahan.

Proses identifikasi ini melibatkan evaluasi kemampuan teknis dan pengalaman kerja
personel dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk
memastikan bahwa tim yang terbentuk memiliki komposisi yang sesuai dengan
kebutuhan, baik dari segi pengetahuan hukum maupun kemampuan teknis dalam
implementasi layanan berbasis digital.




MEMIMPIN RAPAT PEMBENTUKAN TIM KERJA

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
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DAFTAR HADIR NOTULEN RAPAT UNDANGAN

Setelah calon personel diidentifikasi, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024
dilaksanakan rapat pembentukan tim kerja PADUKA bertempat di ruang rapat Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Rapat ini dihadiri oleh stakeholder
internal dan eksternal yang akan dilibatkan dalam proyek perubahan PADUKA. Dalam
rapat tersebut, reformer memaparkan struktur tim yang akan dibentuk, tanggung jawab
umum dari masing-masing personil, serta harapan dari keterlibatan tim dalam proyek
perubahan PADUKA.

Diskusi dalam rapat juga mencakup langkah-langkah strategis yang akan diambil
oleh tim dalam mempersiapkan layanan fasilitasi produk hukum daerah berbasis digital
dan konsultasi. Selama rapat, para anggota diberikan kesempatan untuk memberikan
masukan terkait tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.




MENETAPKAN URAIAN TUGAS SETIAP ANGGOTA TIM

. URAIAN TUGAS
Sete | a h tl m terbe ntu kl Ia ngka h TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN PADUKA
berikutnya adalah menetapkan uraian
. ' k . NO PEg:;:IEL TUGAS DALAM TIM
tugas yang jelas untuk setiap anggota
. . . - 1 KETUA Melaksanakan koordinasi dengan tim dalam pelaksanaan tahapan
t]m_ Refo rmer mem|mp|n proses 1al] penyusunan proyek Perubahan Pelayana Terpadu Produk Hukum
5 Daerah Kabupat?n dan Kc?ta (PADUKA) _
dengan menetapkan tanggung jawab |z | s e s e oo
SpESIﬁ k ke pa d a Set]a p a nggota tl m :’:}13313::? Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota
sesuai dengan keahlian mereka. * | SREtANS | punposana Pl et Praci Mkt o Ko
. dan Kota (PADUKA)
U ra |a n tuga S terSEbUt m e n Ca kU p 4 OPERATOR Menginput dan membuat laporan kegiatan dalam pelaksanaan
: ta m a Se ertl ;ata;z::;lejl:snan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan
pe ran pe ran . u . p. 5 BIDANG Mendokumentasikan semua kegiatan pada saat perlaksanaan
pengem ba ngan sistem |aya nan d |g|ta |’ DOKUMENTASI | tahapan Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten dan
Kota (PADUKA)
penyusunan SOP, pengelolaan layanan | = | 00 e o asasm bvooh fompae
konsultasi online (WhatsApp dan psboml sy Frstmhesip il obiiatlain
. . dan Kota dalam rangka Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah
email), serta tanggung jawab Kabupaten dan Kota (PADUKA)

administrasi dalam pelaksanaan

proyek perubahan. Tujuan dari penetapan tugas ini adalah untuk memastikan bahwa
setiap anggota tim memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran mereka dalam
mendukung kesuksesan proyek perubahan.

MENERBITKAN SK TIM KERJA

Hasil akhir dari Milestone Il yaitu diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Sekretaris
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 241/1/VIl/ 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja
Pelayanan Terpadu Produk Hukum Daerah (PADUKA). SK ini memuat nama-nama
anggota tim, uraian tugas masing-masing, serta target dan tujuan proyek perubahan
PADUKA. Penerbitan SK ini menjadi langkah penting karena secara formal
mengesahkan tim yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan
implementasi proyek perubahan PADUKA.
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MENYIAPKAN DATA DAN BAHAN PENDUKUNG PENYUSUNAN SOP

Langkah awal dalam penyusunan SOP adalah mengumpulkan data dan bahan
pendukung yang relevan. Reformer bersama tim kerja melakukan kajian terhadap
regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang menjadi dasar
hukum bagi penyusunan SOP ini.

Tim juga mempelajari berbagai contoh SOP layanan serupa dari provinsi lain

sebagai referensi untuk merumuskan tata cara layanan yang lebih efektif.
Data terkait kebutuhan spesifik dari kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dalam hal
fasilitasi produk hukum daerah juga dikumpulkan melalui koordinasi dengan
stakeholder eksternal. Persiapan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP yang
disusun relevan, akurat, dan sesuai dengan kondisi lapangan.




MEMIMPIN RAPAT PENYUSUNAN SOP

Setelah data dan bahan pendukung tersedia, selanjutnya dilaksanakan rapat
penyusunan SOP yang melibatkan seluruh anggota tim kerja. Kegiatan ini berlangsung pada
tanggal 25 Juli 2024 bertempat di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Gorontalo. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan alur layanan yang akan diterapkan
dalam fasilitas produk hukum daerah, mulai dari proses pengajuan, konsultasi, hingga
verifikasi dan persetujuan rancangan produk hukum.

Dalam rapat ini, dibahas berbagai aspek layanan, termasuk pengembangan sistem
layanan digital dan bagaimana layanan tersebut diintegrasikan dengan konsultasi offline (di
kantor Biro Hukum) dan online (melalui email dan WhatsApp). Setiap anggota tim diberikan
tanggung jawab untuk mengusulkan langkah-langkah teknis yang akan dimasukkan ke
dalam SOP, sehingga layanan yang disediakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan
standar pelayanan publik yang ditetapkan.
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DAFTAR HADIR UNDANGAN HASIL RAPAT

MENETAPKAN SOP LAYANAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH

Setelah diskusi dalam rapat selesai dan konsep
SOP telah dirumuskan, reformer bersama tim
menyempurnakan dokumen SOP. SOP ini mencakup
seluruh  prosedur vyang harus diikuti dalam
pelaksanaan layanan fasilitasi produk hukum daerah,
mulai dari tahapan awal pengajuan hingga finalisasi
dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

SOP juga mengatur mekanisme layanan berbasis
digital untuk mempermudah akses dan mempercepat
proses konsultasi serta fasilitasi bagi kabupaten/kota.
Setelah penyempurnaan, SOP ditetapkan secara resmi oleh
reformer dan disahkan melalui persetujuan Sekretaris
Daerah Provinsi Gorontalo. Penetapan SOP ini menjadi
landasan operasional dalam pelaksanaan layanan PADUKA

SOP ALUR LAYANAN FASILITASI /"‘ /
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADUKA |25/



PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERAH

MILESTONE 4
TERLAKSANANYA SOSIALISASI FASILITASI
PRODLK HUKLM DAERAH KABLIPATEN/KOTA
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MENYIAPKAN MATERI DAN SARANA SOSIALISASI DAN PELATIHAN

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, reformer dan tim kerja
mempersiapkan seluruh materi yang diperlukan. Materi
sosialisasi mencakup penjelasan mengenai tujuan dan manfaat

TRANSFORMASI PELAYANAN
PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA

dari proyek perubahan PADUKA, alur layanan fasilitasi produk . D
hukum daerah, serta cara memanfaatkan layanan digital yang s o s sos s o e

DI KABUPATEN POHUWATO

telah disediakan. Materi Sosialisasi

Selain itu narasumber lainnya dari Kabag Hukum Kabupaten Gorontalo dan Kabag Hukum
Setda Pohuwato turut menyiapkan materi yang akan dibawakan dalam kegiatan sosialisasi
PADUKA. Untuk mendukung kegiatan ini, berbagai sarana seperti alat presentasi, video tutorial,
serta brosur elektronik disiapkan dengan teliti agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas
dan mudah dipahami.

MELAKSANAKAN SOSIALISASI
PADUKA

Kegiatan  sosialisasi  dilaksanakan
sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 02
Agustus 2024 bertempat di Hotel Irene Il
Marisa Kab. Pohuwato dan pada tanggal 19
Agustus 2024 bertempat di Omart
Kabupaten Gorontalo, JI. Ahmad A Wahada,
Kecamatan Telaga  Biru, Kabupaten
Gorontalo Provinsi Gorontalo. Dalam
sosialisasi  ini, reformer  menyajikan
presentasi mengenai layanan PADUKA,
menjelaskan  bagaimana layanan ini
mempermudah proses penyusunan dan
konsultasi produk hukum daerah, serta
Daftar hadir peserta  Undangan  Laporan Kegiatan  memastikan bahwa setiap rancangan hukum

— sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

: tingkat provinsi dan nasional. Sementara itu

narasumber Kabag Hukum Setda Kabupaten

Gorontalo dan Kabag Hukum Setda

Kabupaten Pohuwato membawakan materi

senada yang terkait dengan fasilitasi produk

hukum daerah dan teknis penyusunan
produk hukum daerah.

Pada sesi tanya jawab, peserta diberi
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
terkait penggunaan sistem dan mekanisme
fasilitasi produk hukum, yang dijawab secara
langsung oleh tim teknis yang terlibat dalam
proyek perubahan PADUKA.

/' PADUKA | 27




MENYEBARLUASKAN INFORMASI INOVASI PADUKA MELALUI
SOSIAL MEDIA DAN MEDIA ONLINE

Untuk memastikan bahwa informasi mengenai PADUKA menjangkau khalayak yang lebih
luas, tim kerja juga melakukan kampanye informasi melalui berbagai platform media sosial dan
media online. Postingan yang berisi penjelasan singkat tentang PADUKA, cara kerja layanan,
serta keunggulannya dalam mempercepat dan mempermudah proses penyusunan produk
hukum daerah disebarkan melalui akun facebook. Selain itu, artikel mengenai peluncuran
PADUKA dan manfaatnya bagi pemerintah daerah juga diterbitkan di beberapa media online.
Reformer juga berkesempatan mensosialisasikan PADUKA melalui streaming “Dialog Aspirasi”
yang disiarkan oleh Suara Rakyat Hulanthalo. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran publik dan pihak terkait mengenai keberadaan layanan PADUKA, serta mendorong
pemerintah kabupaten/kota untuk segera memanfaatkan layanan ini.

Prosesnews.o

Biro Hukum Gorontalo Perkuat Penyusunan

KARO HUKUM PAPARKAN RANCANGAN PROYEK Produk Hukum Daerah
PERUBAHAN PKN Il DI LINGKUP BIRO HUKUM

| https:/birohukum.gorontaloprov.go.id

Biro Hukum Provinsi Gelar Sosialisasi
Fasilitasi Produk Hukum di Pemda
Pohuwato

https://berita.gorontaloprov.go.id . https://Aatiye.id

Biro Hukum Berikan Pelayanan Fasilitasi
Produk Hukum di Kabupaten Gorontalo

https://www.facebook.com/share/
_ JeHdLomLDdvAjJmn/?mibextid=KsPBc6 /
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PELAYANAN TERPADU PRODUK HUKUM DAERA

MILESTONE 5
TERWUJUDNYA LAYANAN
FASILITASI PRODUK

HUKUM DAERAH PADA 2
KABUPATEN (KAB. GORONTALO
DAN POHUWATO)

DI PROVINSI
GORONTALO
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MELAKSANAKAN LAUNCHING PADUKA

Pada tanggal 30 Juli 2024 dilaksanakan

launching PADUKA bertempat di Ball Room
Hotel Fox Kota Gorontalo. Launching PADUKA
dilaksanakan sebagai tanda dimulainya secara
resmi layanan fasilitasi produk hukum daerah.
Kegiatan launching dihadiri oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Gorontalo, Unsur Kanwil
Kemenkumham, Bagian Hukum dan Sekretaris
DPRD Kabupaten/Kota, OPD terkait Lingkup
Provinsi Gorontalo.
Pemateri/keynotspeker dalam kegiatan ini
diantaranya Direktur Produk Hukum Daerah
Kementerian Dalam Negeri, Kepala Biro
Hukum Setda Provinsi Gorontalo selaku
reformer dan  Kanwil Kemenkumham
Gorontalo.

v SR ol ‘_
OQUNCHINGIPROYEK{RERUBAHANES
RP

Dalam pelaksanaan Kegiatan R g

tersebut dilaksanakan
penandatangan Komitmen Bersama
antara Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Gorontalo dan Kepala
Bagian Hukum Kabupaten dan Kota.
Komitmen Bersama dibentuk dalam
rangka mewujudkan upaya tata

kelola pembentukan produk hukum e

e —— |
LAPORAN KEGIATAN

||
daerah dilingkungan pemerintah UNDANGAN  DAFTAR HADIR

kabupaten dan kota se-Provinsi
Gorontalo.

DA L 1l mwj& J U ‘gU v ‘%\)‘/.E g':z//‘ 11}
(PADUKA)

Juli 2024




MELAKUKAN REVIEW TERHADAP DRAF PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTAYANG DIUNGGAH KE E-PERDA

Setelah layanan PADUKA dibuka, Tim PADUKA segera melakukan review awal terhadap
setiap draf produk hukum daerah yang diunggah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Review ini
meliputi pengecekan formalitas, kelengkapan data, serta kesesuaian dengan ketentuan yang
berlaku di tingkat provinsi dan nasional (Foto Dokumen Usulan Surat Permohonan, Draft
Perkada, Hasil Harmonisasi dan SK Prompemperda

Surat Permohonan Fasilitasi

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

)l Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Telp. 881480 - 881482

Limboto. 7 Agustus 2024

Usulan Fasilitasi melalui E-Perda

Data Dukung

Draft Perkada

R
BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO

Nomor  180/Bag HmNIN2S o oyl S e NOMOR  TAHUN 2024
Siat Pentng Noms Surst Permencass. 453y P
Gamp. 1 (saiv)ex>
Hal  Pemononan Fasiiasi s Prmeron TENTANG
[e——
Yin Gubemur Provins: Gorontsio RS o T TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

oi-
Gorontalo

DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

Bercasarkan kotentuan Pasai B3 syat (1) Peraturan Morson Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dasran sedegamans tolah
Guan dengan Poraturan Merderi Dalam Negen Nomor 120 Tehun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mertan Dalam Negai Nomor 80 Tatun 2015 Tentang
Pembentukan Pombenikan Prodk Muam Dasrah,  menegaskan Gubernir " " .
melaieckan perbinaan dalam bentuk fasilasi terhadap rancangan procuk Pk Has I Harmonlsasl
‘Gaerah berbeniuic peraluran di kabupalervkota, maka guna leriaksananya keleniuan
Gimaksud, Gmohon kepada Bapak Gubemur untuk melakukan Fasitasi Peraiuran
Kepala Dawrah tentang Tota Cara Pengalokasisn Bagan Hasd Pask Dasran can :
Retibusi Daerah Kepada Desa i Kabupaten Gorontal o R

Domiian dsampaikan. 343 parkenamya dcapkan tra kash e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Mcnimbang :  bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

TATA CARA PEMOESIAN KERNOAXA, FENOURANGAX,
SAX DAX FEXUNDAAK PAJAK DA RETRIRUS!
DAy

tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak

(ARIS DAERAN
ENERINTAHAN DAN KESRA £

/ R TR, et FoN dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo;
TANCRRCAN TARCRRGAN
PrRATURAY
S e Sdmo e NONOR _ TUHUN ROMOR .. TANUN — Mengingat: 1. Pasal 18 Aat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Permtena Utama Muca TEN TE Indonesia Tahun 1945;
Nip .
IR s 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
EEEN ® Daerah-daerah Tingkat [ di Sulawesi (Lembaran Negara
Tembusan: | !
1. Vi, Bupet Gorontalo (sebaga aporan) Nebang | G UK A KD | NG | DO G B e Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan
2. Yth, Vraki Bupet (sebogei aporan) Pl 111 sout (5. Prrsturan. Du Pusal 115 ayat (5) Persuran Ducrah & 2 >
3. Vi, Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontako Kabupaten Gerontalo Neaaor | Tabun Kabupaten Gorontalo Nemor | Tahun Meayesnatian | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Arsip. 2020 tensang Paak Duerah  dan 2024 wnang Pajok Duersn cun D | ves 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
B o ot e o s Poreren pets Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Prabetin etpaan, Torguangen Pemberan Keriguaan, Peaguagan, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Pk O Penundesn Pk Do 5 :
T e essraton Py Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR
SEKRETARIAT DAERAH TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 024/01.2/
JI._Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Telp. 881480 - 881482 1/2023 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERKADA KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023
DAERAH EN GORONTALO
NOMOR : 183/01.2/VIll/2024 P AN PEN TAHUN 2023
ENTANG No | Jeni Tentan; — Ket
TENTAN U
) 2| | N Baru | Ubah | Unit/instansi
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GORONTALO NOMOR 024/01.2/ 1/2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 4
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERKADA KABUPATEN GORONTALO 1 | PERKADA GORONTALO TAHUN 2023 BAPELITHANGDA
TALUN 2024 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN
2 | PERKADA v BAPELITBANGDA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 2022
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) 3 | PERKADA PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN 2023 N BADAN KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 DAN ASET DAERAH
Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia BADAN

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 4 | pERKADA PEDOMAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH J PENDAPATAN

Dacrah scbagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang DAERAH

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

Perkada  dif k
keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-

dengan

SK Prompemperda

masing;

. bahwa Keputusan Sekretaris Dacrah Kabupaten Gorontalo
Nomor 024/01.2/1/2023 Tentang Penetapan Perencanaan
Penyusunan Perkada  Kabupaten Gorontalo Tahun 2023
perlu kembali
penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris  Daerah  Kabupaten ~ Gorontalo  tentang

perubahan Kelima Atas Keputusan
024/01.2/ 1/2023 Tentang

Sckretaris  Dacrah

Kabupaten Gorontalo Nomor




MENYUSUN REKOMENDASI PERBAIKAN RANCANGAN PRODUK
HUKUM DAERAH UNTUK DISAMPAIKAN KE PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

' T —

'AS1 GUBERNUR GORONTALO

L

HASIL FASILITAST RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANT

HASIL FASILITAST

1
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Menimbang : abahwa dalam rangka mewujudkan | *
agai

Proses analisis dan pengkajian

nnnnn

Berdasarkan hasil analisis dan pengkajian, tim PADUKA menyusun rekomendasi perbaikan
atas rancangan produk hukum daerah yang dianggapperlu disesuaikan. Rekomendasi ini
kemudian disampaikan secara formalkepada pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato
yang menjadi pilotproject layanan PADUKA untuk tahap jangka pendek, dengan rincian apa saja
yang perlu diperbaiki agar rancangan produk hukum tersebut memenuhi standar hukum yang
berlaku. Rekomendasi ini juga mencakup panduan spesifik yang memudahkan perbaikan
substansi maupun teknis.

/A%




MEMBUKA LAYANAN KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN
PENYESUAIAN DRAF PRODUK HUKUM DAERAH SECARA
OFFLINE (DI KANTOR BIRO HUKUM) DAN ONLINE (EMAIL, WA)

Untuk memfasilitasi proses penyesuaian dan revisi draf produk hukum daerah, tim
PADUKA menyediakan layanan konsultasi baik secara offline di kantor Biro Hukum maupun
secara online melalui email dan aplikasi WhatsApp. Layanan ini ditujukan untuk memberikan
pendampingan secara langsung kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato dalam
menyusun dan memperbaiki draf produk hukum mereka.

17.57 3N ol WO 5%

2 S
o S
D0 oV

BIRO HUKUM GORONTALO
+62 813-6585-3222

L >

Panggil Bagikan

Pelayanan Fasilitasi Produk Hukum

©@ 9

Sabtu Tutup v

Hukum, Organisasi Pemerintah,
Pejabat Pemerintah

o
of

®  Kantor Gubernur Gorontalo Biro
Hukum JI. Sapta Marga, Botu, Kec.
Kota Tim., Kabupaten Bone Bolango,
Gorontalo 96135, Indonesia

Kantor DPRD B
Provinsi Gorontalo

Kantor CJbernur'
Gorontalo
Rumah Aalput@

11
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENYAMPAIKAN DRAF
HASIL PERBAIKAN

Setelah melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan, pemerintah
Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato menyampaikan kembali drafproduk hukum daerah
mereka yang telah direvisi melalui platform e-Perda.

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH
Nomoe = 180 / Hukum / 2153 Garoatalo, 16 Agustus 2024
Lamp 1 (satul Berkns
Perifal Fasilisasi enncangan
Bemiuenn Hupati

Yih, BUPATI GORONTALO.

LIMBOTO.

2@ e
Berkenaan dengan surst Sekretaris Dacrah Kabupaten Gorontalo Nomar W
150/ B i VII£235 tangss) 7 Agustus 2024 Perihal Pormabonan Pasittsi
Ranperkcada, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut: £/ 4UKUM DAERAH, Oukaman Perescaroan Penyusun Parkads
1. Babwa Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Carm SONTALO 4
i Desn B v P o G B vors e

di Kabupaten Gorontalo, telah dilakukan fasiliasi dengan matriks
teriampis.

B oo

Mot Parcer

2. Bupati Garontalo diharapkan segera menindak anjuti dan menyesuaikan
Rancargan Peraturan Bupati Gorontalo (entang Tata Cara Pengalokasian
Hagian Hasis Pajak Dacrah dun Retribusi Dacrah Kepada Desa di Kabupaten
Gorontalo, dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1,
sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

3. Terhadap Rancangan Pecaturan Bupati Gorontalo fentang Tata Cara

di Kabupaten Gorontalo pada prinsipnys dapat disetuul untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
perandang-undangan, Kepentingan umum dan/ata kesusinan;

4. Schagai bentuk pembinaan dan pengiwasan Gubernu sebagai wakl
pemerintah pusat di Daceah, selanjutnya Bupeti Gorontalo wajib

Bagi Hasil Pujak Dacrah dan Retribusi Dacrah Kepada Desa di Kabupaten
Garontalo kepada Gubernur paling lars 7 ftjub) hari setelah ditetaphan
menjadi Peraturan Hupati.

Tembusan:
1. F. Gubernur Gorontalo.
2. Sekretas do.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gocontalo.

covu

pogoan

Jrwnapirn i o
e
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
BUPATI GORONTALO Nomer ; JS0Mkuniz328 Gorontalo, 30 Agustus 2024
ihal  : Pembenan
KABI Peratucan Dacca
UPATEN GORONTALO PROVINS! GORONTALO
Limboto, 30 Agustus 2024 PERATURAN DAERAH GORONTALO Yih, Bupati Gorontalo
NOMOR  TAHUN 2024 a
Limboto.
Nomor : 180/Bag Hkm/255
Sifat Penting TENTANG LS Dacran
Lamp. : 1Lampiran SAVABIAN PRLAKSANKAN ANGG. Bl 180/Bog Hkem/255 tanggal 30 Agustus 2024 Perihal Permohonan Nomor
Register Peraturan Dacrah, bersama ini kami sampaikan bahwi Rancangan
Hal Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Peraturan  Daerah  Kabupaten Gorontalo tentang Pertanggungiawaban
Yth. Bj Gubernur Gorontalo Pelaksanaan Angsaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2023, tiah scsuai dengan hasl cvaluasi Gubernur
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA singuimane etoung. dakm Reputisan Oubermr Gorotal. Nomer
Tempat 305/20/VIN/2024, tanegal 5 Agustus 2024 tenang Evaluasi Rancangan
Perauran  Doerah  Kabupaten  Gorontalotentang  Pertanggungfawaban
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri BUPATI GORONTALO, B e e o B T s G
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tuhun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang
. Penjabaran Prrtanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran tandan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam a.bahwa untuk ketentuan Pasal 320 ayat (1) Balhiye Dot KewvEanty OOeAMS Taklkn g 2023 G divevs
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang ~ Nomor 23  Tahun 2014 tentang Nomor Repister acbig berikut -
L 5 NOREG PERATURAN DAZRAX KASUPATEN GORONTALO PROVINSI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan  Dacrah schagaimana telah diubah beberapa GORONTALO : (4/9/2024) ~
Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakbir bagan
o 2 bawah Ferda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1} angka |
Gubemur untuk memberikan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bsnta, < “‘*"4;“ gy e Py
Kabupsten Gorontalo tentang Pertanggungiawaban Pelsksanaan Anggaran tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah, “Kepala Daerah Hukum Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Permendagsl Nomor 120
il Tahun 2018 teniang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Pendapstardan Belanjs Dasrah Talua Anggeran 2023, menyampaikan ~ Rancangan Peraturan Daerah tentang T 008 i b o P
TRt Non— Bk P Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan Demikan atas penerimasn dan keriesama. yang, baik disampaikan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa olch Badan terima kasih.
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan N .
Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 fenam) bulan setelah g ST
tahun anggaran berakhis” jo. Bab VIII Point A.l. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis 1 Ke h K Daerah Tembunsn
ek Pengelolaan t'unrlwn;‘ Dacrah “Kepala nc:- TS ot st
menyampaikan Peraturan Dacrah tentang Pertanggungjawaban 2T s G ke Gare
Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir”
Tombomar: b. bahwa berdasarka im bagai dimaksud oo
1. Bupati Gorontalo . bahwa berdasarkan pertimbangan  scbagaimana dimaksud — I
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang e




MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP DRAF PRODUK HUKUM
DAERAH HASIL REVISI

1, 41 2rr R

Setelah menerima draf hasil revisi, tim PADUKA kembali melakukan evaluasi menyeluruh
untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang

diberikan. Evaluasi ini mencakup penilaian substansi hukum, kejelasan redaksional, serta
kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor  : 02 TaWuM 2024
Tanggal : 19 AGUSTUG 2024
Tentang :EVALUASI QUBERNUR GORONTALO ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGOUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANC
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI GORONTALO o URAIAN HASIL EVALUASI | TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
1| KEBIJAKAN =
PROVINSI GORONTALO T1. LAPORAN REALISAST ANGGARAN (LRA) ¢ T =
a. PENDAPATAN DAERAH
PERATURAN DAERAH GORONTALO Realisas! total Pendapatan Dacrah TA 2023 scbesar Rp1352.281735.989,22

atau 91,78% dari yang dlanggarkan sebesar Rp1473.409.178.386,00.

NOMOR  TAHUN 2024

| Realisasl total Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar
Rp97.191.69132658 atau 7,74% jika dibandingkan dengan realisasi
Pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.255.100.044.662,64,

TENTANG [ [ Restma e
e o g )
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN ey vy R e e St

Rp23215886141500  atau  mengalami  penurunan  scbesar
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Rp22.938405.110,58 atau 17.86% dori realisasl TA 2022 sebosar
Rp1.255.100.044,662,64
Realisasi PAD TA 2023 tersebut, antara lain:
‘ 3) Pajak Dacrah ‘
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | Pendapatan pajak daerah Kabupaten Gorontalo TA 2019 s.d TA 2023
terus lami peningk “Tahun 2020 |
ke Tahun 2021 mengalami penurunan. Realisasi pendapatan pajak daerah

TA 2023 sebesar Rp33.239.756.291,58 atau 81,56% dari yang

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Siekuban pesansan peaba7aran a3 Ve dotrh Dok yirg bervumber rf

Ketiga, Utang Belani,
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Kepala Daerah labnnya yang dibebankin pads APED sesuai dergan ketentuan peraturan perundang]

undangan,
menyampaikan  Rancangan Peraturan Daerah tentang % Maldialkea parcopan, pembayecsn sat peuicminm pewpalin burung e S |
Pertanggungj Pe APBD kepada DPRD dengan C. LAPORAN OPERASIONAL

e et B et s s e s o
| penggunsaneya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyclenggarsae

Pl s it g, U, . P D K]
N Gorental daot rengueshn dats du lfomas yaeg dsian st Laporn oprssnal
| et et s s v e

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan
Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Berkenaan dengan Upaya pecingkatan transparas) dan skuntabilitas pengelolaan keuangan
tahun anggaran berakhir” jo. Bab VIII Point A.l. Peraturan daenichenm -« |

[ Walar Tanpa Pengecusan, (WTP) dari BPK-R atas Laporan keuangan Pemecinah Dacrabl
i X1 Kabupaten Gorontalo yaity dengan memyasun dan menyajiian Isporan keuaagan pemerintahl
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman R s

Hal ini skan menjad

Jadi pechatian Jami dan
akan dilaksanshas

dueran seswal dengen Stndar Alumtassi Pemeriniaan, kecukupan penginghapan|
S peninghatn sisiem pengendaton internal dan kepatuban terhadsp persturan peruodarg |
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah “Kepala Daerah undangan —
i i AN DE#AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban N PR AL A R

N GORONTAS

Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir”.

b. bahwa berdasarkan pertimb bagai i d

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang




MEMBERIKAN NOMOR
REGISTER BAGI DRAF
PRODUK HUKUM
DAERAH YANG TELAH
SESUAI

Setelah draf produk hukum
daerah dinyatakan sesuai dan
memenuhi semua persyaratan, tim
PADUKA  memberikan  nomor
register resmi  kepada draf
tersebut. Nomor register ini
menjadi bukti bahwa produk
hukum daerah telah melewati
proses fasilitasi dan verifikasi
secara menyeluruh oleh Biro
Hukum Provinsi Gorontalo, dan
siap untuk disahkan menjadi
peraturan daerah.

C @ A Tidakaman eperdakemendagri.go.id

Detail

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Kelurahan Botu
Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Telp (0435) 821277

Nomor © 180/Hukum/2325
Perihal  : Pemberian Noreg
Peraturan Daerah

Gorontalo, 30 Agustus 2024

Yth. Bupati Gorontalo
di-

Limboto.

i juti Surat Pit is Daerah Gorontalo Nomor:
180/Bag Hkm/255 tanggal 30 Agustus 2024 Perihal Permohonan Nomor
Register Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Gorontalo tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2023, telah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor:
305/29/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan
Daerah  Kabupaten G i
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2023 dan Bupati Gorontalo tentang
j i Anggaran dan
Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023 dan diberikan
Nomor Register sebagai berilut :
NOREG PERATURAN DAERAH 'ALO
GORONTALO : (4/9/2024)

Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian
bawah Perda di i dalam Lampiran IIl angka 1
huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan
terima kasih.

‘GUBERNUR GORONTALO

Tembusan :
1. Pj .Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)

2. Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo,
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Gorontalo.

Catatan:
U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN

ANGGARAN 2021

vikan update &
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EMANTAUAN KINERJA SYSTEM =
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Langkah pertama dalam milestone ini adalah melakukan pemantauan kinerja sistem
PADUKA. Tim internal Biro Hukum secara berkala mengecek aktivitas dalam platform e-Perda,
memastikan dan memantau penggunaan layanan oleh pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi
Gorontalo. Aspek yang dipantau mencakup tingkat aksesibilitas, jumlah draf produk hukum
yang diunggah, waktu pemrosesan, dan kendala teknis yang muncul selama proses fasilitasi
berlangsung. Selain memantau kinerja platform digital, tim juga memantau aktivitas layanan
offline, seperti konsultasi yang dilakukan di kantor Biro Hukum. Semua interaksi, feedback, dan
masalah yang dihadapi oleh pengguna dicatat dan dijadikan bahan evaluasi untuk
meningkatkan kualitas layanan.

MELAKUKAN EVALUASI

Setelah pemantauan selesai dilakukan,
tim PADUKA mengadakan rapat evaluasi §
yang melibatkan seluruh anggota tim.
Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap
keberhasilan pelaksanaan layanan
PADUKA, termasuk bagaimana respons
pengguna terhadap layanan digital dan
offline, efektivitas komunikasi, dan apakah
rekomendasi yang diberikan terhadap draf produk hukum telah diimplementasikan dengan baik
oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato selaku pilot project layanan PADUKA pada
tahap jangka pendek. Tim juga mengevaluasi kendala yang dihadapi, seperti masalah teknis
dalam penggunaan platform e-Perda atau keterbatasan dalam layanan konsultasi. Berdasarkan
evaluasi ini, tim menyusun rencana perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem dan layanan
ke depan.

38| PADUKA




.

|

|~
EVALUASI HASIL SURVEY KEPUASAN PADUKA

Survey

R J
Bagaimana Pendapat Saudara tentang ian Persyaratan 1 dengan O saiin - et KA”
jenis Pelayanan A

) B ==
QAT B en R
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Survey Pelayanan Terpadu Produk
Hukum Daerah Kab/Kota (PADUKA)

Survey Kepuasan atas Layanan Terpadu Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Sangat Sesuai
8(127%)

aansanggar@gmail.com Ganti akun [

£% Tidak dibagikan

Bagaimana Pendapat Saudara tentang Kecepatan Waktu dalam Pemberian Layanan Il_] Salin
"PADUKA™? * Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

11 jawaban

@ Sangat Cepat
® Cepat Bagaimana Pemahaman Saudara tentang Kemudahan Prosedur Pelayanan "PADUKA™ |0 Salin

@ Kurang Cepat
@ Sangat Mudah
@ Mudah
® Kurang Mudah
@ Tidak Mudah

11 jawaban
@ Tidak Cepat !

MENYUSUN LAPORAN

Langkah  pertama dalam
milestone ini adalah melakukan
pemantauan  kinerja  sistem
PADUKA. Tim internal Biro
Hukum secara berkala mengecek
aktivitas dalam platform e-Perda,
memastikan dan memantau
penggunaan layanan oleh
pemerintah Kabupaten/kota di
Provinsi Gorontalo. Aspek yang

dipantau mencakup tingkat aksesibilitas, jumlah draf produk hukum yang diunggah, waktu
pemrosesan, dan kendala teknis yang muncul selama proses fasilitasi berlangsung. Selain
memantau kinerja platform digital, tim juga memantau aktivitas layanan offline, seperti
konsultasi yang dilakukan di kantor Biro Hukum. Semua interaksi, feedback, dan masalah yang
dihadapi oleh pengguna dicatat dan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas
layanan.




DISEMINASI DAN PUBLIKASI PROYEK PERUBAHAN ™

LAY
0DUK HUKUM DAERAH

25 facebook.com/100009
x @

DIALOG ASPIRASI ()

=

v \ : A Rabu, 21 Agustus 2024
\ 8

S\
A

: 0811434932
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Diseminasi adalah salah satu bagian
penting dalam pelaksanaanproyek
perubahan  karena bertujuan  untuk
menyebarkan hasil inovasi ke dalam
masyarakat umum. Proses diseminasi ini
dapat dilakukan melalui berbagai cara,
seperti publikasi, presentasi, atau aktivitas
lainnya.

Dalam konteks pelaksanaan proyek
perubahan, diseminasi informasi sangat
penting karena memberikan manfaat yang
lebih luas bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi mengenai inovasi
yang sedang dilakukan

Selesaikan update
z o o0

Q Suara Rakyat Hulontalo 7
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KEBERLANJUTAN
PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan PADUKA akan terus berlanjut hingga di jangka
panjang dengan adanya dukungan dari Pj. Gubernur dan Sekretaris
Daerah selaku unsur pimpinan daerah. Selain itu layanan fasilitasi
produk hukum daerah akan terus dibutuhkan oleh seluruh
stakeholder pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo.

|
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e
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BPELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pe nge m ba nga n p ote n Si d i ri ya it U su at u Nama Peserta : Mohamad Trizal Entengo, SH Nama Mentor  : Drs. Sofian Ibrahim, M.Si
NIP : 197001151998031000 NIP: 1 19710701 199101 1 002
u Sa h a ata u p roses ya n g te ru S m e n e ru S Jabatan . Kepala Biro Hukum Jabatan :  Sekretaris Daerah
. Instansi : Pemerintah Provinsi Gorontalo Instansi :  Pemerintah Provinsi Gorontalo
ke a rah Personal Mastery’ Seh'ngga Program : PKN Tk.1l Angkatan XII Tahun 2024

dapat mendorong dan meningkatkan
pertumbuhan pribadi demi kemauan
belajar yang akhirnya membentuk
pribadi yang mantap dan sukses.

Nilai Komponen
Sub Komponen Sub Komponen Sub Komponen Mengelola Rata-Rata Total |Kualifikasi Total
Integritas Kerjasama Perubahan Sub Komponen | Sub Komponen
767 7.60 7,60 762 Baik

833 8,40 8,60 8,44 Baik
8,13 8,16 8,30 8,20 Baik

Kualifikasi Per Sub
Komj n

Baik Baik Baik Baik

N . Keterangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku
Pengembangan potensi diri mengacu |2 o 20
kepada hasil pemetaan dan penilaian |3ia i i

1-2.99 : Sangat Kurang

sikap perilaku kepemimpinan terhadap
komponen integritas, kerjasama dan
mengelola perubahan.

Pembelajaran online PKN  Melakukan konsultasi Memimpin Rapat Evaluasi Mengikuti VKN di Batam
Il Angkatan 12 Tahun 2024  Proper PADUKA pada dan Koordinasi Hak Asasi

Coach Dr. Johan Tarru Manusia di Provins

Mada Gorontalo

Memberi Materi pada  Mengikuti Rapat bersama Memimpin Rapat Bersama

Rapat Pembahasan  Pj.Gubernur, Kepala BPKP  para Kuasa Hukum untuk
Pembentukan Tim  Perwakilan Gorontalo dan mempersiapkan jawaban
Terpadu Penertiban  Inspektor Daerah dan  bukti-bukti  atas
Pertambangan llegal membahas upaya gugatan di Pengadilan

bersama OPD Terkait dan  pengamanan aset yang Negeri
Kanwil ~ KemenKumHam  bermasalah hukum
Provinsi Gorontalo




BKESIMPULAN

Melalui pelaksanaan proyek perubahan PADUKA telah menghasilkan capaian sebagai berikut:

. Dengan adanya PADUKA, layanan fasilitasi produk hukum daerah kini dilakukan secara terpadu
mencakup seluruh tahap mulai dari konsultasi, pengkajian, hingga penyusunan produk hukum
daerah. Selain itu, layanan ini juga dilengkapi dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang
telah ditetapkan, sehingga setiap proses menjadi lebih terstruktur, efisien,

dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

. Proyek perubahan PADUKA telah membantu meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang
dihasilkan melalui fasilitasi lebih komprehensif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan didasarkan pada analisis mendalam yang dilakukan oleh tim Biro Hukum.
Selain itu, rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota telah
membantu memastikan bahwa setiap rancangan produk hukum memenuhi standar yang
ditetapkan di tingkat provinsi maupun nasional.

. Implementasi PADUKA mendorong peningkatan kerja sama dan koordinasi antara Biro Hukum
Provinsi Gorontalo dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa kebutuhan
hukum di tingkat daerah dapat terpenuhi dengan lebih baik, serta mempermudah pemerintah
kabupaten/kota dalam memperoleh bimbingan terkait produk hukum yang mereka susun.

. Capaian lain yang signifikan dari PADUKA adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia
(SDM) di tingkat kabupaten/kota dalam hal penyusunan produk hukum daerah.

. Dengan terwujudnya layanan PADUKA, proses fasilitasi produk hukum daerah menjadi lebih
cepat dibandingkan metode sebelumnya. Sistem e-Perda dan konsultasi online memungkinkan
pemerintah kabupaten/kota untuk mengajukan draf produk hukum secara real-time dan
mendapatkan tanggapan lebih cepat dari Biro Hukum Provinsi Gorontalo.

. Melalui PADUKA, pemerintah kabupaten/kota kini memiliki akses yang lebih mudah ke Biro
Hukum untuk konsultasi mengenai produk hukum. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah
untuk lebih cepat mendapatkan bimbingan terkait dengan kendala atau revisi yang diperlukan
dalam penyusunan produk hukum mereka.




BRENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang akan
dilakukan pada jangka menengah dan

jangka panjang, sebagai berikut :

1. Melanjutkan layanan fasilitasi
produk hukum daerah pada
seluruh wilayah di Provinsi
Gorontalo (5 kabupaten, 1 kota)

. Mengembangkan sistem layanan
fasilitasi produk hukum daerah
berbasis digital

. Penyediaan Keputusan Gubernur
tentang SOP layanan fasilitas
produk hukum daerah secara
digital

. Mengintegrasikan sistem

layanan fasilitasi produk hukum
daerah dengan e-Perda
Kemendagri



Logo ini menampilkan 4
(Empat) gambar utama vyaitu :
bintang, neraca atau timbangan,
buku terbuka serta padi dan
kapas

Bintang melambangkan

simbol petunjuk atau panduan,
memberikan arah dan
pendampingan dalam
penyusunan produk hukum
daerah

Neraca atau timbangan
merupakan sebuah
perlambangan filosofis untuk
hukum. Artinya hukum adalah
penyeimbang dalam kehidupan
manusia

Buku terbuka melambangkan
Peraturan Daerah sebagai
produk hukum daerah

Padi dan kapas bermakna
keadilan sosial dimana
diharapkan produk hukum
yang dihasilkan dapat
memenuhi rasa keadilan bagi
masyarakat

Secara keseluruhan logo
PADUKA melambangkan
komitmen dan tujuan dari
inovasi PADUKA dalam
memberikan layanan terbaik
untuk mendukung tersedianya
produk hukum daerah yang
berkualitas

Layanan PADUKA

H Layanan fasilitasi produk hukum daerah
Kabupaten/Kota

Bl SOP layanan fasilitasi produk hukum
daerah Layanan Konsultasi dan
pendampingan

H Penyusunan produk hukum daerah
Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo
secara offline dan online
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https:/birohukum.gorontaloprov.go.id/ @ +6281365853222 (Layanan informasi dan konsultasi)
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